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ABSTRACT Perujukan masyarakat Madinah sebagai kerangka acuan dalam membangun tatanan 
masyarakat Muslim modern merupakan keharusan. Dengan alasan, masyarakat 
Madinah adalah umat yang terbaik dalam pandangan Allah. Menurut Quraish Shibab, 
masyarakat Muslim awal disebut umat terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri 
mereka, yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang dianggap baik oleh 
masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah (al-ma’ruf) dan mencegah 
kemunkaran. Selanjutnya Shihab menjelaskan, kaum Muslim awal menjadi “khairu 
ummah” karena mereka menjalankan amar ma’ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan 
rasul-Nya. 
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Di era 1990-an, Indonesia pernah 
dilanda “demam” civil society. Demam civil 
society ini melengkapi demam-demam lainnya 
di tanah air, baik yang terjadi sebelum atau 
sesudah civil society, sebut di antaranya 
posmodernisme, feminisme, Islam kiri, Islam 
liberal, neo-liberalisme untuk menyebut 
beberapa saja yang paling tenar. Kurang begitu 
jelas, apakah demam berbagai wacana ini 
membekas atau tidak, baik dalam basis 
kesadaran, cara berfikir maupun bertindak 
warga negara. Atau bisa jadi hanya sekedar 
“mode” belaka. Muncul sesaat, menjadi trend, 
dikeroyok ramai-ramai lantas lenyap tak 
berbekas. 

Konsep “masyarakat madani” 
merupakan penerjemahan atau pengislaman 
konsep “civil society”. Orang yang pertama kali 
mengungkapkan istilah ini adalah Anwar 
Ibrahim Deputi PM Malaysia pada Festival 
Istiqlal di Jakarta 1995 (Zamharir: 2004, 222) 

dan dikembangkan di Indonesia oleh 
Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society 
sebagai masyarakat madani merujuk pada 
konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang 
dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat 
Madinah dianggap sebagai legitimasi historis 
ketidakbersalahan pembentukan civil society 
dalam masyarakat muslim modern.  

Masyarakat sipil adalah terjemahan dari 
civil society. Konsep civil society lahir dan 
berkembang dari sejarah pergumulan 
masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang 
pertama kali menggunakan kata societies civilis 
dalam filsafat politiknya. Konsep civil society 
pertama kali dipahami sebagai negara (state). 
Secara historis, istilah civil society berakar dari 
pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, 
dan Hubbes. Ketiga orang ini mulai menata 
suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu 
mencairkan otoritarian kekuasaan monarki-
absolut dan ortodoksi gereja (Diamond, 2003: 
278).  

PENDAHULUAN 



Elfia 

 
26 | Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Volume 8 Nomor 1 (2018) 

Saat ini gejala itu sudah ada, sehingga 
kebutuhan membuat wacana ini lebih terbuka 
menjadi sangat penting dalam kerangka 
pendidikan politik bagi masyarakat luas.  
 

 

Jenis penelitian ini merupakan library 
research dengan pendekatan kualitatif. Data-
data diperoleh melalui aktivitas dokumentasi. 
Dokumentasi dilakukan terhadap literatur dan 
tidak hanya terbatas pada buku-buku saja, 
melainkan juga ada pada beberapa penelitian-
penelitian dan perdebatan yang berhubungan 
dengan tema kajian ini. Analisis dalam kajian ini 
berbentuk induktif, dengan diawali penyajian 
pernyataan-pernyataan khusus dan kemudian 
ditarik sebuah generalisir sebuah kesimpulan 
yang umum. 

 

 

Sebagaimana yang telah dikemukakan di 
atas, masyarakat madani adalah istilah yang 
dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di 
luar menjadi “Islami”. Menilik dari substansi 
civil society lalu membandingkannya dengan 
tatanan masyarakat Madinah—yang dijadikan 
pembenaran atas pembentukan civil society di 
masyarakat Muslim modern—akan ditemukan 
persamaan sekaligus perbedaan di antara 
keduanya.  

Masyarakat Madani merupakan sebuah 
konstruk masyarakat yang dilandasi oleh nilai-
nilai keislaman (religiusitas) yang mempunyai 
peradaban yang sangat maju (civilis) yang 
mengayomi warganya yang berbeda (ras)/ 
plural dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
kebenaran dan keadilan dalam masyarakat 
tersebut. (Efrinaldi: 2008, 25). Sedangkan civil 
society mengacu pada tradisi pemikiran Barat, 
konstruk masyarakatnya tidak dilandasi oleh 
nilai-nilai agama. Di sinilah letak perbedaan 
masyarakat madani dan civil society secara 
substantif. Adapun jika mengacu kepada model 
masyarakat dalam perspektif masyarakat 
madani dan masyarakat dalam perspektif civil 
society sebenarnya sama karena merupakan 

educational people, artinya masyarakat yang 
mempunyai peradaban yang tinggi.  

Di antara ciri-ciri masyarakat Madani 
menurut Efrinaldi adalah (Efrinaldi: 2008, 25) : 
1. ( معانيها أوسع في الحرية ) maksudnya: masyarakat 

yang luas skopnya secara empiris bukan 
hanya secara normatif. 

2. ( البشر بين التامة المساواة ) maksudnya equality 
before the law / persamaan dalam hukum. 

3. Masyarakat yang berpendidikan atau 
terdidik. 

Menurut pengamatan A. Syafii Maarif 
(Maarif: 2004: 84), masyarakat sipil yang 
berkembang dalam masyarakat Barat secara 
teoritis bercorak egalitarian, toleran, dan 
terbuka—nilai-nilai yang juga dimiliki oleh 
masyarakat Madinah hasil bentukan Rasulullah. 
Masyarakat sipil lahir dan berkembang dalam 
asuhan liberalisme sehingga hasil masyarakat 
yang dihasilkannya pun lebih menekankan 
peranan dan kebebasan individu, persoalan 
keadilan sosial dan ekonomi masih tanda tanya. 
Sedangkan dalam masyarakat madani, keadilan 
adalah satu pilar utamanya.  

Perbedaan lain antara civil society dan 
masyarakat madani adalah civil society 
merupakan buah modernitas, sedangkan 
modernitas adalah buah dari gerakan 
Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang 
meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society 
mempunyai moral-transendental yang rapuh 
karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan 
masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan 
asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif 
mendefinisikan masyarakat madani sebagai 
sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan 
toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral 
transendental yang bersumber dari wahyu 
Allah. 

Masyarakat Madinah, yang oleh Cak Nur 
dijadikan tipologi masyarakat madani, 
merupakan masyarakat yang demokratis. 
Dalam arti bahwa hubungan antar kelompok 
masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam 
poin-poin Piagam Madinah, mencerminkan 
egalitarianisme (setiap kelompok mempunyai 
hak dan kedudukan yang sama), penghormatan 
terhadap kelompok lain, kebijakan diambil 
dengan melibatkan kelompok masyarakat 
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(seperti penetapan strategi perang), dan pelaku 
ketidakadilan, dari kelompok manapun, 
diganjar dengan hukuman yang berlaku.  

Robert N. Bellah (Zamharir: 2006, 23-
34), mantan Guru Besar Sosiologi Universitas 
California, Berkeley, Amerika Serikat, 
menyatakan bahwa komunitas Muslim awal 
merupakan masyarakat yang demokratis untuk 
masanya. Indikasinya, menurut Bellah, 
tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan 
partisipasi masyarakat dalam membuat 
kebijakan publik serta keterbukaan posisi 
pemimpin yang disimbolkan dengan 
pengangkatan pemimpin tidak berdasarkan 
keturunan (heredities), tapi kemampuan . 

Perujukan masyarakat Madinah sebagai 
kerangka acuan dalam membangun tatanan 
masyarakat Muslim modern merupakan 
keharusan. Dengan alasan, masyarakat Madinah 
adalah umat yang terbaik dalam pandangan 
Allah. Firman-Nya, “Kamu adalah umat yang 
terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah 
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah,” 
(QS Ali Imran [3]: 110).  

Menurut Quraish Shibab, masyarakat 
Muslim awal disebut umat terbaik karena sifat-
sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak 
bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang 
dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan 
dengan nilai-nilai Allah (al-ma’ruf) dan 
mencegah kemunkaran. Selanjutnya Shihab 
menjelaskan, kaum Muslim awal menjadi 
“khairu ummah” karena mereka menjalankan 
amar ma’ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan 
rasul-Nya..  

Perujukan terhadap masyarakat 
Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan 
pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi 
pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat 
ideal ini. Seperti, pelaksanaan amar ma’ruf nahi 
munkar yang sejalan dengan petunjuk Ilahi, 
maupun persatuan yang kesatuan yang ditunjuk 
oleh ayat sebelumnya (lihat, QS. Ali Imran [3]: 
105). Adapun cara pelaksanaan amar ma’ruf 
nahi mungkar yang direstui Ilahi adalah dengan 
hikmah, nasehat, dan tutur kata yang baik 
sebagaimana yang tercermin dalam QS an-Nahl 
[16]: 125.  

Dalam rangka membangun “masyarakat 
madani modern”, meneladani Nabi bukan hanya 
penampilan fisik belaka, tapi sikap yang beliau 
peragakan saat berhubungan dengan sesama 
umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti 
menjaga persatuan umat Islam, menghormati 
dan tidak meremehkan kelompok lain, berlaku 
adil kepada siapa saja, tidak melakukan 
pemaksaan agama, dan sifat-sifat luhur lainnya. 
Meneladani sikap kaum Muslim awal yang tidak 
mendikotomikan antara kehidupan dunia dan 
akhirat. Mereka tidak meninggalkan dunia 
untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan 
akhirat untuk dunianya. Mereka bersikap 
seimbang (tawassuth) dalam mengejar 
kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika sikap yang 
melekat pada masyarakat Madinah mampu 
diteladani umat Islam saat ini, maka 
kebangkitan Islam hanya menunggu waktu saja. 

 Di kalangan muslim Indonesia, 
diidentifikasi adanya dua konsepsi Masyarakat 
Madani – setidaknya secara sederhana dilihat 
dari hubungan dengan negara (state).Pertama, 
Masyarakat Madani yang “anti negara” dan “anti 
politik”. Ini terutama dianut di antara para NU 
progresif (Purwoko: 2001, 117-132). Kedua, 
konsep Masyarakat Madani yang relatif 
berkaitan dan menerima keberadaan negara 
dan partai politik secara proporsional, dalam 
arti mementingkan posisi kemandirian 
masyarakat dan penerimaan atas pluralitas 
(Hikam). 

Masyarakat madani pada dasarnya 
adalah sebuah komunitas sosial dimana 
keadilan dan kesetaraan menjadi fundamennya. 
Muara dari pada itu adalah pada demokratisasi, 
yang dibentuk sebagai akibat adanya partisipasi 
nyata anggota kelompok masyarakat. 
Sementara hukum diposisikan sebagai satu-
satunya alat pengendalian dan pengawasan 
perilaku masyarakat. Dari definisi itu maka 
karakteristik masyarakat madani, adalah 
ditemukannya fenomena, (a) demokratisasi, (b) 
partisipasi sosial, dan (c) supremasi hukum; 
dalam masyarakat.  

Dengan demikian semakin jelas bahwa 
masyarakat madani merupakan bentuk 
sinergitas dari pengakuan hak-hak untuk 
mengembangkan demokrasi yang didasari oleh 
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kesiapan dan pengakuan pada partisipasi 
rakyat, dimana dalam implementasi kehidupan 
peran hukum stategis sebagai alat pengendalian 
dan pengawasan dalam masyarakat.  
Civil Society 

Dalam pelbagai literatur berbahasa 
Indonesia, minimal ada empat model 
penterjemahan istilah civil society: (1) 
masyarakat sipil, (2) masyarakat madani, (3) 
masyarakat kewargaan/warga, (4) tetap 
menggunakan istilah civil society dengan alasan 
terjemahan yang ada tidak memadai (Asrori: 
1999, 2). 

Berbagai pemikiran yang dilontarkan 
akhir-akhir ini di seputar civil society, -- yang di 
Indonesia telah diterjemahkan menjadi 
"masyarakat sipil" atau "masyarakat madani" 
itu --, sebenarnya merupakan imbas dari 
perkembangan pemikiran yang terjadi di dunia 
Barat, khususnya di negara-negara industri 
maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat, dalam 
perhatian mereka terhadap perkembangan 
ekonomi, politik dan sosial-budaya di bekas Uni 
Soviet dan Eropa Timur. Namun di kawasan 
bekas Blok Sosialis yang sedang dilanda badai 
liberalisasi dan demokratisasi itu, berbagai 
kalangan akademi juga mulai tertarik untuk 
membicarakan konsep lama ini. Di Indonesia, -- 
dalam kaitannya dengan konsep masyarakat 
sipil ini --, kita lebih banyak berbicara mengenai 
demokratisasi politik atau liberalisasi ekonomi, 
semacam glasnots dan perestroika seperti yang 
merebak di Rusia pada dasawarsa '80-an. 
Konsep masyarakat sipil sendiri di Indonesia 
adalah sebuah istilah asing atau baru, yang 
ditanggapi dengan penuh kecurigaan, 
pengertian "sipil" itu dikesankan sebagai 
berkaitan dan tandingan dari "militer", yang 
dalam masyarakat hadir dalam bentuk dwi-
fungsi ABRI itu (Raharjo: t.th., 4)  

Dalam masyarakat Barat, civil society 
sebenarnya adalah konsep lama yang dilupakan. 
Ia mulai bangkit atau diungkap lagi dalam 
kaitannya dengan perkembangan masyarakat di 
Eropa Timur di bawah rezim sosialis. Para 
sarjana di Barat mula-mula melihat konsep itu 
dalam gejala pergerakan Serikat Buruh 
Solidaritas yang bangkit melawan negara. 
Dalam sistem sosialis, kehadiran dan peranan 

negara sangat kuat. Dimana negara sangat kuat 
dan mendominasi kehidupan individu dan 
masyarakat, maka sulit dibayangkan adanya apa 
yang disebut civil society. Tetapi dalam realitas, 
serikat buruh ternyata cukup kuat dan berperan 
sebagai masyarakat sipil berhadapan dengan 
negara. Dan akhirnya, serikat buruh itu ternyata 
mampu menumbangkan rezim yang begitu kuat. 
Setelah pemerintahan tumbang, Lech Wawensa, 
pemimpin Serikat Buruh Solidaritas itu, bahkan 
diangkat menjadi Kepala Negara yang baru. 

Sebagai sebuah konsep, civil society 
berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. 
Cicero orang yang mulai menggunakan istilah 
societis civilis dalam filsafat politiknya(Edward 
1972, 113) Dalam tradisi eropa hingga abad ke-
18, pengertian civil society dianggap sama 
dengan pengertian state (negara), yakni suatu 
kelompok yang mendominasi seluruh kelompok 
lain, Baru pada paruh kedua abad ke-18, istilah 
ini mengalami pergeseran makna. State dan civil 
society kemudian dipahami sebagai dua entitas 
yang berbeda. Pemikir politik yang 
mempelopori pembedaan itu antara lain 
Thomas Paine. (Asrori t.th., 3) 

Di zaman modern, istilah itu diambil dan 
dihidupkan lagi oleh John Locke (1632-1704) 
dan Rousseau (1712-1778) untuk 
mengungkapkan pemikirannya mengenai 
masyarakat dan politik. Locke umpamanya, 
mendefinisikan masyarakat sipil sebagai 
masyarakat politik (political society). Pengertian 
tentang gejala tersebut dihadapkan dengan 
pengertian tentang gejala "otoritas paternal" 
(paternal authority) atau "keadaan alami" (state 
of nature) suatu kelompok manusia. Ciri dari 
suatu masyarakat sipil, selain terdapatnya tata 
kehidupan politik yang terikat pada hukum, 
juga adanya kehidupan ekonomi yang 
didasarkan pada sistem uang sebagai alat tukar, 
terjadinya kegiatan tukar menukar atau 
perdagangan dalam suatu pasar bebas, 
demikian pula terjadinya perkembangan 
teknologi yang dipakai untuk mensejahterakan 
dan memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu 
masyarakat yang telah beradab.  

Masyarakat politik itu sendiri, adalah 
merupakan hasil dari suatu perjanjian 
kemasyarakatan (social contract), suatu konsep 
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yang dikemukakan oleh Rousseau, seorang 
filsuf sosial Prancis abad ke-18. Dalam 
perjanjian kemasyarakatan tersebut anggota 
masyarakat telah menerima suatu pola 
perhubungan dan pergaulan bersama. 
Masyarakat seperti ini membedakan diri dari 
keadaan alami dari suatu masyarakat. Dalam 
konsep Locke dan Rousseau belum dikenal 
pembedaan antara masyarakat sipil dan negara. 
Karena negara, lebih khusus lagi, pemerintah, 
adalah merupakan bagian dan salah satu bentuk 
masyarakat sipil. Bahkan keduanya 
beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah 
pemerintahan sipil, yang membedakan diri dari 
masyarakat alami atau keadaan alami.  

Pembedaan antara masyarakat sipil dan 
negara timbul dari pandangan Hegel (1770-
1831), pemikir Jerman yang banyak menarik 
perhatian, yang ditentang dan sekaligus diikuti 
oleh Marx itu. Sama halnya dengan Locke dan 
Rousseau, Hegel melihat masyarakat sipil 
sebagai wilayah kehidupan orang-orang yang 
telah meninggalkan kesatuan keluarga dan 
masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang 
kompetitif. Ini adalah arena, dimana kebutuhan-
kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai 
kepentingan perorangan bersaing, yang 
menyebabkan perpecahan-perpecahan, 
sehingga masyarakat sipil itu mengandung 
potensi besar untuk menghancurkan dirinya. 
Tapi di sini, masyarakat sipil, tidak sebagaimana 
halnya pandangan dua pemikir Inggris dan 
Prancis yang terdahulu, bukanlah masyarakat 
politik. Yang dipandang sebagai masyarakat 
politik adalah negara. Oleh Hegel, masyarakat 
sipil dihadapkan dengan negara. Agaknya, dari 
teori Hegel inilah dikenal dikotomi antara 
negara dan masyarakat (state and society) 
(Rasyid 1997, 4). 

Pengertian tentang masyarakat sipil di 
atas dibalik oleh Hegel dari pandangan Locke 
dan Rousseau. Baginya, masyarakat sipil itu 
bukan satu-satunya yang dibentuk dalam 
perjanjian kemasyarakatan (social contract). 
Dengan perkataan lain, masyarakat sipil adalah 
satu bagian saja dari tatanan politik (political 
order) secara keseluruhan. Bagian dari tatanan 
politik yang lain adalah negara (state). Di sini, 
yang dimaksud dengan masyarakat sipil adalah 

perkumpulan merdeka antara orang seorang 
yang membentuk apa yang disebutnya 
burgerlische gesellschaft atau masyarakat 
borjuis (bourgeois society).  

Hegel dan para pengikutnya 
membedakan masyarakat sipil dari dan 
berhadapan dengan negara. Yang pertama 
adalah bentuk perkumpulan yang bersifat 
spontan dan berdasarkan kebiasaan dalam 
masyarakat, tetapi tidak bergantung pada 
hukum. Sedangkan yang kedua adalah lembaga 
hukum dan politik yang mengayomi masyarakat 
secara keseluruhan. 

Dari berbagai pandangan di atas, kita 
bisa pula membedakan antara gejala 
masyarakat sipil dan masyarakat (society) itu 
sendiri. Yang pertama adalah perkumpulan-
perkumpulan yang mengandung aspek politik. 
Sedangkan masyarakat merangkum 
keseluruhan perkumpulan, baik yang 
terartikulasi secara legal-politis maupun yang 
tidak, tetapi diayomi, dalam arti diakui 
kehadirannya dan dilindungi oleh negara. 
Bahkan prinsip non-intervensi yang 
meminimalkan peranan negara dalam 
kehidupan ekonomi, misalnya laissez faire, 
sebagaimana dikatakan oleh pemikir Marxis 
Itali, Gramsci, memerlukan legalitas dari atau 
diciptakan oleh negara sendiri.  

Dengan teori Hegel, yang juga 
mempunyai banyak pengikut, antara lain Marx, 
walaupun ia juga memelintir teori Hegel yang 
diikutinya itu, maka kita bisa menggambarkan 
hasil perjanjian kemasyarakatan itu dari 
kehidupan alami, dalam bentuk dikotomis, 
antara masyarakat sipil dengan kehidupan 
alami di satu pihak dan antara masyarakat sipil 
dengan negara di lain pihak Dalam teori 
perjuangan kelas Marx, buruh dan para 
penganggur akan melakukan pemberontakan 
melawan dominasi kaum borjuis. Tetapi dalam 
kasus Polandia, rezim sosialis justru mendapat 
perlawanan dari kelas buruh. Padahal, rezim 
sosialis memerintah atas nama kelas buruh dan 
kaum borjuis dianggap tidak ada.  

Para pemikir di atas mendasarkan diri 
pada teori State of Nature dari John Lock dan 
Social Contract dari Rousseau. Bedanya, kedua 
pemikir itu mendefinisikan masyarakat sipil 
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sebagai masyarakat ekonomi maupun politik, 
sementara itu Hegel, Marx dan Gramsci, 
menganggap masyarakat sipil semata-mata 
sebagai masyarakat ekonomi, sementara itu 
mereka memisahkan masyarakat politik secara 
sendiri sebagai negara.  

Para filsuf sosial di atas berbeda dalam 
menilai ruang-ruang kegiatan di atas. Lock, 
Rousseau dan Adam Smith cenderung untuk 
mengidealisasikan masyarakat sipil sebagai 
hasil perkembangan masyarakat pada tahap 
yang lebih maju yang memiliki kekuatan yang 
memancar dari dalam dirinya, berupa 
rasionalitas yang akan menuntun anggota 
masyarakat ke arah kebaikan umum. Tetapi 
Hegel mempunyai pandangan yang sebaliknya. 
Masyarakat sipil mengandung potensi konflik di 
antara kepentingan-kepentingan individu yang 
berbeda dan bahkan berbenturan. Bagi Hegel, 
hanya melalui negara saja, kepentingan-
kepentingan umat manusia yang universal bisa 
terpelihara dan dicapai. Dengan begitu maka 
Hegel mengidealisasikan negara, sebagai 
penumbuhan segala nilai kebaikan.  

Marx, tampak mengikuti pandangan 
Hegel, dalam melihat masyarakat sipil sebagai 
masyarakat borjuis. Bagi Marx, masyarakat 
borjuis mencerminkan sistem kepemilikan 
modern yang bermuatan nilai materialisme 
yang kasar, dimana setiap orang mementingkan 
diri sendiri (egoism) dan dimana setiap orang 
berjuang melawan yang lain. Dalam masyarakat 
borjuis, kedudukan individu paling diutamakan. 
Sebenarnya, baik Marx maupun Hegel 
memandang masyarakat sipil sebagai tahap 
yang jauh lebih maju dalam perkembangan 
kehidupan umat manusia. Sungguhpun begitu, 
masyarakat sipil mempunyai beberapa ciri 
negatif seperti, setiap orang memburu 
kepentingan diri sendiri, serakah, hubungan 
antar orang yang tidak hangat, karena setiap 
orang berusaha menjaga keamanan pribadi. 
Masyarakat sipil semacam ini cenderung untuk 
bergerak ke arah tata kemasyarakatan yang 
mengikuti prinsip-prinsipnya sendiri secara 
mandiri, dan menjauh dari nilai-nilai etis yang 
dituntut oleh hukum dan perkumpulan politik. 

Memandang buruk masyarakat sipil, 
sebagai masyarakat borjuis tidak berarti Marx 

mengidealisasikan negara. Bagi Marx, negara 
tak lain adalah badan pelaksana kepentingan 
kaum borjuis. Adalah suatu ironi, kata Marx, 
bahwa negara yang diidealisasikan sebagai 
wadah nilai-nilai universal, moral dan cita-cita 
kemasyarakatan, ternyata hanya melayani 
kepentingan manusia secara parsial, yakni 
individu-individu yang mengejar kepentingan 
diri sendiri secara serakah dan terpisah dari 
kepentingan umum. Oleh sebab itu, maka 
menurut Marx, negara harus dihapuskan, atau 
akan diruntuhkan oleh kelas buruh. Ketika 
negara pada akhirnya akan lenyap dengan 
sendirinya (withering away of the state), maka 
yang tinggal hanyalah suatu masyarakat tanpa 
kelas. Visi ini berlawanan dengan visi Hegel, 
karena di masa depan masyarakat sipillah yang 
akan runtuh dari dalam, jika negara telah 
mampu mengayomi seluruh kepentingan 
masyarakat. 

Namun Gramsci, pemula komunisme-
Eropa berkebangsaan Itali itu, punya 
pandangan yang berbeda, dengan Marx maupun 
Hegel. Baginya, masyarakat sipil itu bukan 
semata-mata mewadahi kepentingan individu, 
tetapi di dalamnya juga terdapat organisasi-
organisasi yang berusaha melayani kepentingan 
orang banyak. Masyarakat sipil juga memiliki 
potensi untuk bisa mengatur dirinya sendiri 
secara rasional dan mengandung unsur 
kebebasan.  

Gramsci, berbeda dengan Marx lebih 
menekankan adanya saling keterkaitan antara 
masyarakat sipil dan negara. Memang, 
masyarakat sipil bisa menjadi benteng dari 
hegemoni kelas borjuis dan akhirnya menjadi 
pendukung negara. Tetapi negara juga memiliki 
fungsi etis, misalnya dalam mendidik 
masyarakat dan mengarahkan perkembangan 
ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Dalam 
penglihatannya, negara bisa memiliki berbagai 
unsur masyarakat sipil. (Fakih: 1995: 58) 

Dengan demikian kita sebenarnya 
memiliki tiga visi mengenai masyarakat sipil 
dan negara. Pertama, kehadiran masyarakat 
sipil hanya bersifat sementara dalam 
perkembangan masyarakat. Karena 
kecenderungannya untuk rusak dari dalam, 
maka pada akhirnya masyarakat sipil akan 
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ditelan oleh negara, -- yakni sebuah negara ideal 
--, yang merupakan taraf perkembangan 
masyarakat yang tertinggi. Kedua, karena 
negara hanya cerminan saja dari masyarakat 
sipil dan berfungsi melayani individu yang 
serakah, maka negara akan diruntuhkan atau 
runtuh dengan sendirinya dalam suatu revolusi 
proletar. Jika negara lenyap, maka yang tinggal 
hanya masyarakat, yakni suatu masyarakat 
tanpa kelas. Dan ketiga, visi yang melihat bahwa 
masyarakat sipil tidak saja bisa menjadi 
benteng kelas yang memegang hegemoni, dalam 
hal ini kelas borjuasi, tetapi bisa pula 
menjalankan fungsi etis dalam mendidik 
masyarakat dan mengarahkan perkembangan 
ekonomi yang melayani kepentingan 
masyarakat. Di lain pihak, masyarakat sipil 
sendiri juga terdiri dari organisasi-organisasi 
yang melayani kepentingan umum, atau 
memiliki rasionalitas dan mampu mengatur 
dirinya sendiri secara bebas. Bisa terjadi 
keduanya saling mendukung, dalam arti buruk 
maupun baik dari segi kepentingan umum.  

Gerakan kemasyarakatan (social 
movement) adalah bagian yang esensial dan 
merupakan pertanda kehadiran masyarakat 
sipil. Karena itu kita bisa menarik kesimpulan, 
dalam sistem komunispun, sebuah masyarakat 
sipil bisa tumbuh, walaupun ia tumbuh sebagai 
kekuatan reaksi atau anti-tesis terhadap 
dominasi negara. Pemerintah yang totaliter itu 
agaknya memang tidak mampu menemu-kenali 
tumbuhnya masyarakat sipil sebagaimana yang 
dapat dilihat di negara-negara demokrasi-
liberal. Serikat buruh, yang diharapkan 
mendukung pemerintah itu, ternyata justru 
berkembang menjadi masyarakat sipil. Dalam 
kasus Polandia, kesadaran sipil itu tumbuh dari 
masyarakat Katholik yang kuat. Gereja Katholik 
ternyata juga mampu mengartikulasikan 
kepentingan dan aspirasi rakyat, dan karena itu 
menjadi sebuah lembaga dalam masyarakat 
sipil.  

Di Polandia, kita bisa menengok kepada 
gereja dan umat beragama. Tetapi bagaimana 
jika kita melihat di negara-negara lain, misalnya 
di Uni Soviet, Cekoslovakia atau RRC? Apakah 
peranan Gereja Yunani Ordodoks sama kuatnya 
dengan Gereja Katholik di Polandia? Ternyata 

proses liberalisasi ekonomi dan demokratisasi 
politik yang terjadi di Rusia itu cukup kuat juga. 
Jika yang menggerakkan adalah masyarakat 
sipil, bagaimana bentuk dan struktur 
masyarakat sipil itu? Masyarakat Sipil di RRC 
mungkin lemah atau tidak tampak. Karena 
itulah maka proses demokratisasi politik di situ 
mengalami kegagalan, setidak-tidaknya jauh 
ketinggalan dibanding dengan proses 
liberalisasi ekonominya.  

Dalam kasus Polandia, agama menjadi 
ibu dari atau paling tidak memangku kelahiran 
masyarakat sipil. Di negara-negara lain, 
kedudukan dan peranan agama kurang nampak. 
Dalam kasus negara sosialis lain, agama justru 
mengalami marjinalisasi. Namun, masyarakat 
sipil mungkin pula tumbuh. Pertanyaannya 
adalah, apakah kehadiran agama membuat 
perbedaan dalam derajat kekuatan suatu 
masyarakat sipil?  

Pengalaman praksis civil society di 
Polandia, Philipina dan Amerika Latin telah 
mengajarkan betapa besar dan strategisnya 
peran agama Katolik dalam penguatan civil 
society di kawasan berpenduduk mayoritas 
Katolik itu. Maka bukan mengada-ada, bila 
Islam diharapkan juga berandil besar dalam 
penumbuhan civil society di negara muslim 
terbesar ini. Namun timbul pertanyaan sejauh 
mana kesiapan bangsa Indonesia memasuki 
masyarakat seperti itu?.  
Masyarakat Sipil Vs Militer  

Dalam tataran praktis sementara orang 
melihat, masyarakat madani dianggap sebagai 
institusi sosial yang mampu mengkoreksi 
kekuatan “militer “ yang otoriter. Dalam arti lain 
masyarakat sipil memiliki konotasi sebagai 
antitesa dari masyarakat militer. Oleh sebab itu 
eksistensi masyarakat sipil selalu dianggap 
berjalan linier dengan penggugatan Dwi Fungsi 
ABRI. Dengan begitu menurut yang pro pada 
pemikiran ini, konsep Indonesia baru yang 
dicita-citakan merupakan masyarakat tanpa 
pengaruh dan dominasi kekuatan militer. Maka 
dengan demikian dinamika kehidupan sosial 
dan politik harus memiliki garis batas pemisah 
yang jelas dengan dinamika pertahanan dan 
keamanan.  
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Koreksi kritis terhadap peran sosial 
ABRI bagi sementara orang merupakan 
keharusan sejarah setelah melihat betapa rezim 
lama memposisikan ABRI sebagai “backing” 
untuk melindungi kepentingan-kepentingan 
kelompok ekonomi kuat tertentu yang memiliki 
akses bagi penguatan legitimasi politik 
Soeharto. Sementara mereka tidak melihat 
komitmen yang sebanding untuk fungsi 
substansialnya yakni pertahanan dan 
keamanan.  

Berlanjutnya kerusuhan di beberapa 
tempat dan terancamnya rasa aman 
masyarakat, serta kekurangprofesionalan dalam 
teknik penanganan pada kasus-kasus politik 
tertentu merupakan bukti kuat bahwa militer 
tidak cukup memiliki kecakapan pada fungsi 
utamanya. Maka sangat wajar bila kader-kader 
militer dipersilahkan untuk hengkang dari 
posisi eksekutif dan legislatif, ke tempat yang 
lebih fungsional. 
Masyarakat Sipil Vs Negara  

Masyarakat madani atau masyarakat 
sipil (civil society) dalam wacana baku ilmu 
sosial pada dasarnya dipahami sebagai antitesa 
dari “masyarakat politik” atau negara. 
Pemikiran itu dapat dilacak dari pendapatnya 
Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, 
Gramsci dan lain-lain. Pemikiran mengenai 
masyarakat sipil tumbuh dan berkembang 
sebagai bentuk koreksi radikal kepada 
eksistensi negara karena peranannya yang 
cenderung menjadi alat kapitalisme.  

Substansi pembahasannya terletak pada 
penggugatan hegemoni negara dalam 
melanggengkan kekuatan kelompok kapitalis 
dengan memarjinalkan peran masyarakat pada 
umumnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah 
kekuatan non-pemerintah yang mampu 
mengimbangi dan mencegah kekuatan negara 
untuk mengurangi tekanan-tekanan yang tidak 
adil kepada rakyatnya. Akan tetapi di sisi lain, 
mendukung peran pemerintah dalam menjadi 
juru damai dan penjaga keamanan dari 
kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan 
dalam masyarakat.  

Dengan kata lain perlu adanya reposisi 
struktural dan kultural antar komponen dalam 
masyarakat, sederhananya, “serahkan urusan 

rakyat pada rakyat, dan posisikan pemerintah 
sebagai pejaga malam”.  

Penggugatan peran pemerintah oleh 
rakyat dalam konstelasi sosial di Indonesia 
bukan sama sekali baru. Bob S.Hadiwinata 
(1999) mencatat sejarah panjang gerakan sosial 
di Indonesia, yakni sejak abad ke-19 sampai 
masa orde baru. Menurutnya pemerintahan 
orde baru, Soeharto, telah “berhasil” 
mengangkangi hak-hak sipil selama 32 tahun, 
dengan apa yang ia sebut “tiga strategi utama”. 
Dan selama itu pula proses marjinalisasi hak-
hak rakyat terus berlangsung, untuk 
kepentingan sekelompok pengusaha kroninya, 
dengan bermodalkan slogan dan jargon 
“pembangunan”.  

Celakanya rembesan semangatnya 
sampai pada strata pemerintahan yang paling 
bawah. Camat, lurah, sampai ketua RT pun lebih 
fasih melantunkan slogan dan jargon yang telah 
dipola untuk kepentingan ekonomi kuat. Tetapi 
sementara mereka menjadi gagap dalam 
mengaksentuasikan kepentingan rakyatnya 
sendiri. Maka yang terjadi, pasar yang telah 
mentradisonal menghidupi ribuan masyarakat 
kecil di bongkar untuk dijadikan mall atau pasar 
swalayan. Demikian pula, sawah dan kebun 
petani berubah fungsi menjadi lapangan golf. 
Perubahan yang terjadi di luar jangkauan 
kebutuhan dan pemikiran masyarakat karena 
mekanisme musyawarah lebih banyak 
didengungkan di ruang penataran ketimbang 
dalam komunikasi sosial.  
Masyarakat Peradaban Vs Jahiliyah  

Umat Islam telah memperkenalkan 
konsep masyarakat peradaban, masyarakat 
madani, atau civil society, adalah Nabi 
Muhammad, Rasullullah s.a.w sendiri yang 
memberikan teladan ke arah pembentukan 
masyarakat peradaban tersebut. Setelah 
perjuangan di kota Makkah tidak menunjukkan 
hasil yang berarti, Allah telah menunjuk sebuah 
kota kecil, yang selanjutnya kita kenal dengan 
Madinah, untuk dijadikan basis perjuangan 
menuju masyarakat peradaban yang dicita-
citakan. Di kota itu Nabi meletakkan dasar-
dasar masyarakat madani yakni kebebasan. 
Untuk meraih kebebasan, khususnya di bidang 
agama, ekonomi, sosial dan politik, Nabi 
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diijinkan untuk memperkuat diri dengan 
membangun kekuatan bersenjata untuk 
melawan musuh peradaban. Hasil dari proses 
itu dalam sepuluh tahun, beliau berhasil 
membangun sebuah tatanan masyarakat yang 
berkeadilan, terbuka dan demokratis dengan 
dilandasi ketaqwaan dan ketaatan kepada 
ajaran Islam. Salah satu yang utama dalam 
tatanan masyarakat ini adalah pada penekanan 
pola komunikasi yang menyandarkan diri pada 
konsep egaliterian pada tataran horizontal dan 
konsep ketaqwaan pada tataran vertikal. 
Nurcholis Madjid (masyarakat madani) 
menyebut dengan semangat rabbaniyah atau 
ribbiyah sebagai landasan vertikal, sedangkan 
semangat insyanyah atau basyariah yang 
melandasi komunikasi horizontal.  

Berdasarkan urain di atas, jika dilihat 
hubungan antara civil society dengan negara 
(state) ada empat bentuk hubungan (Efrinaldi): 
1. Terpisah: State sangat kuat dan berlawanan. 

Dalam bentuk negara yang kuat / strong, 
totaliter, diktator ini membuat civil society 
melemah karena dikekang oleh negara. 

2. Antara negara dan civil society saling 
berhubungan dan saling membutuhkan, 
tidak terpisah. Artinya terjadi hubungan 
dalam bentuk mutual symbiosis. Civil 
society itu diperlukan untuk negara yang 
berperadaban tinggi karena negara (state) 
yang baik membutuhkan masyarakat yang 
berpendidikan dan berperadaban. 

3. Benar-benar berdampingan, dalam konteks 
yang lebih luas civil society dengan negara 
itu sebagai mitra yang membangun 
peradaban yang tinggi. 

4. Dalam hubungan civil society dibutuhkan 
sekali oleh negara. Bukan hanya sekedar 
berdampingan saja tapi betul-betul 
dibutuhkan oleh negara, sangat signifikan 
bagi negara untuk mewujudkan masyarakat 
yang berperadaban. 

 

 

Sistem sosial madani ala Nabi s.a.w 
memiliki ciri unggul, yakni kesetaraan, 
istiqomah, mengutamakan partisipasi, dan 
demokratisasi. Esensi ciri unggul tetap relevan 

dalam konteks waktu dan tempat berbeda, 
sehingga pada dasarnya prinsip itu layak 
diterapkan apalagi di Indonesia yang mayoritas 
berpenduduk muslim tanpa mengusik 
kepentingan dan keyakinan kelompok 
minoritas. Mengenai hal yang terakhir ini Nabi 
s.a.w telah memberi contoh yang tepat, 
bagaimana sebaiknya memperlakukan 
kelompok minoritas ini. 

Untuk mewujudkan masyarakat madani 
maka dibutuhkan kearifan setiap individu 
sehingga mampu bersikap dan memainkan 
peran menghargai pluralitas, perbedaan, dan 
saling percaya (trust) antar masyarakat. 
Kesadaran itu akan muncul jika sekiranya setiap 
pribadi memiliki visi dan misi sebagai khalifah 
di muka bumi ini atau dengan kata lain mampu 
membumikan nilai-nilai ketuhanan dalam 
kehidupan sehari-hari. Namun visi dan peran 
sebagai khalifah tidak akan lahir begitu saja. Di 
sinilah peran berbagai elemen civil society 
(tokoh masyarakat, tokoh agama, Student 
Movement) dalam memberikan pencerahan dan 
penyadaran kepada masyarakat, akan arti 
pentingnya menghargai perbedaan dan saling 
percaya. Sehingga dengannya, diharapkan akan 
mampu menciptakan tatanan masyarakat yang 
beradab, yakni masyarakat yang menjujung 
tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran 
universal. Masyarakat madani membutuhkan 
institusi sosial, non-pemerintahan, yang 
independen yang menjadi kekuatan 
penyeimbang dari negara. Posisi itu dapat 
ditempati organisasi masyarakat, maupun 
organisasi sosial politik bukan pemenang 
pemilu, maupun kekuatan-kekuatan 
terorganisir lainnya yang ada di masyarakat. 
Akan tetapi institusi tersebut selama orde baru 
relatif dikerdilkan dalam arti lebih sering 
berposisi sebagai corong kepentingan 
kekuasaan ketimbang menjadi kekuatan 
swadaya masyarakat.  

Agama di Indonesia, mengambil peranan 
penting dalam membentuk masyarakat sipil, 
khususnya sebagai masyarakat politik. 
Perkembangan masyarakat sipil ini ternyata 
lebih cepat dari pada perkembangan 
masyarakat ekonomi. Sebagai dampaknya, 
peranan negara lebih menonjol dan justru 

SIMPULAN 
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mengambil peran sebagai agen perubahan 
sosial yang berdampak terbentuknya 
masyarakat sipil, dari arti mencakup 
masyarakat politik maupun ekonomi.  

Kecenderungan yang dominan di 
Indonesia adalah idealisasi negara, sebagai 
wadah nilai-nilai tertinggi. Perjuangan 
organisasi-organisasi keamanan ikut 
mendorong terbentuknya Negara-Ideal, atau 
Negara-Integralistik sebagai kompromi dari 
konflik antara sekularisme dan teokrasi. Dalam 
Negara-Ideal tersebut, agama dicegah untuk 
dominan dalam mewarnai corak negara, tetapi 
diberi kesempatan untuk masuk dan 
membentuk nilai-nilai ideal itu ke dalam wadah 
negara. Namun, kecenderungan idealistik dan 
integralistik bisa memarginalkan peranan 
agama. Marginalisasi agama berarti 
pengeringan sumber-sumber nilai. Karena itu 
nilai-nilai keagamaan perlu dikembangkan 
dengan memperkuat masyarakat sipil, sebagai 
benteng (bastion) kepentingan-kepentingan 
dan aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat 
agama, yang kedudukannya cukup dominan 
dalam masyarakat Indonesia. Guna 
menghilangkan kesalahpahaman berbagai pihak 
tentang masyarakat sipil, misalnya diartikan 
sebagai lawan dari pemerintahan militer atau 
sebagai masyarakat borjuis, maka yang 
dimaksud sebagai masyarakat sipil di sini 
adalah masyarakat madani, yakni sebuah 
masyarakat etis yang progresif menuju kepada 
terbentuknya peradaban yang unggul. Wallahu 
a’lam bi al-shawaab. 
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